
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WATET

B I S M I L L A H I R R A H  M A N I R R A H I M

DENGAN RAHMAT ALTAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :  a .

WAIIKOTA I.ANGSA,

bahwa burung walet  merupakan satwa l iar  yang t idak d i l indungi  Undang-Undang

dan mempunyai  potensi  n i la i  ekonomis yang dapat  d imanfaatkan dengan tetap

mempertahankan kelestariannya, oleh karena itu perlu adanya pengaturan

penangkaran sarang burung walet di Wilayah Kota Langsa agar berpotensi dan

tetap lestari;

bahwa sehubungan dengan hal  tersebut  pada huruf  a ,  da lam upaya menggal i

sumber-sumber Pendapatan Asl i  Daerah (pAD) untuk peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, part isipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

pemer intahan dan pembangunan Daerah,  maka per lu  d ia tur  dan d i te tapkan dalam

suatu Qanun.

Mengingat  :  L .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  lndonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber Daya Alam

Hayat i  dan Ekosis temnya (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1990 Nomor

49,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3419) ;

Undang*Undang Nomor L8 Tahun 1"997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  lndonesia Tahun 1997 Nomor 3685)  sebagaimana te lah d iubah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibus i  Daerah

b .

2 ,

3 .

(Lembaran  . . . . . .



(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4A48;

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo laan L ingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3699) ;

5.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keis t imewaan

Propins i  Daerah ls t imewa Aceh (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1999

Nomor l -72,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3893) ;

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 41IO);

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2002 Nomor I34,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  lndonesia Nomor 4247\ ;

B.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AO4 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a389) ;

9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 44371 sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal i

dengan Undang-Undang Nomor 'J.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a844);

10.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara

Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia

Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor

4438);

11.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 4633) ;

12.  Peraturan Pemer intah Nomor 13 Tahun l -994 tentang Perburuan Satwa Buru

(Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun L994 Nomor 19,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 354a1;

13.  Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibus i  Daerah (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001-  Nomor 1 l -9 ,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 4139) ;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4532|;

15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-l l / tggg tentang

Pengelo laan Burung Walet  (Col lacol ia)  d i  Habi ta t  A lami  { ln-s i tu}  dan Habi ta t  Buatan

(Ex-Situ);

16.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan eanun

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WATIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLMN DAN PENGUSAHAAN
PENANGKARAN SARANG BURUNG WATET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun  in i yang  d i  maksud  dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang terdir i  atas Walikota dan perangkat

Daerah Kota.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan

Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang

anggotanya d ip i l ih  mela lu i  pemi l ihan umum.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.

6.  Perangkat  Daerah Kota Langsa adalah unsur  pembantu Wal ikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdir i  dari Sekretariat Daerah Kota

Langsa,  Sekretar ia t  DPRK Langsa,  Dinas Daerah,  Lembaga Teknis  Daerah,  dan

Kecamatan.

7.  Sekretar ia t  Daerah adalah Sekretar ia t  Daerah Kota Langsa.

8.  Sekretar is  . . . . . .



8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

9.  Pejabat  adalah Pegawai  yang d iber i  tugas ter tentu sesuai  dengan peraruran

perunda ng-unda ngan yang berla ku.

10.  Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mel iput i  perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mil ik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun,  persekutuan,  perkumpulan,  f i rma,  kongsi ,

koperas i ,  yayasan atau organisas i  se jen is ,  lembaga dana pensiun,  bentuk usaha

tetap ser ta bentuk badan usaha la innya.

11.  Pengelo laan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet  adalah rangkaian

pembinaan habi ta t  a lam dan populas i  burung walet  d i  habi ta t  a lami  dan d i  luar

habi ta t  a lami  seper t i  da lam bangunan/rumah baik  sengaja atau t idak sengaja

diperuntukkan untuk i tu .

12.  Bala i  a tau Uni t  Konservasi  Sumber Daya Alam adalah Bala i  a tau Uni t  Organisas i

yang bergerak d i  b idang Konservasi  Sumber Daya Alam.

13.  Burung Walet  adalah satwa yang termasuk marga co l locel ia  ya i tu  co l locel ia  fuchl iap

haga,  co l locel ia  maxina,  co l locel ia  esculanta dan co l locel ia  l inch i ,

L4. Penangkaran Sarang Burung Walet adalah Penangkaran Sarang Burung Walet yang

terdapat  da lam gua-gua atau tempat  bangunan la innya yang ada dalam Kota

La ngsa.

15.  Lokasi  adalah suatu kawasan dengan c i r i  khas ter tentu,  ba ik  d i  darat  maupun d i

perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga ber fungsi  sebagai  wi layah s is tem

penyangga kehidupan.

16.  Habi ta t  A lami  Burung Walet  adalah l ingkungan tempat  burung walet  h idup dan

berkembang secara a la mi .

17.  Di  luar  Habi ta t  A lami  Burung Walet  adalah l ingkungan tempat  burung walet  h idup

dan berkembang yang d ipe l ihara dan d ibudidayakan o leh orang atau Badan Hukum

dalam banguna n rumah/gedung.

L8.  Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan l indung,  hutan produksi ,  kawasan

suaka a lam dan kawasan pelestar ian a lam.

19.  Kawasan Konservasi  adalah kawasan d i l indungi  a tau d i lestar ikan.

20.Per i j inan ter tentu adalah kegiatan ter tentu Pemer intah Daerah dalam rangka

pember ian i j in  kepada orang pr ibadi  a tau Badan yang d imaksudkan untuk

pembinaan,  pengaturan,  pengendal ian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruangan,  pengguna sumber daya a lam, barang,  prasarana,  sarana

atau fas i l i tas ter tentu guna mel indungi  kepent ingan umum dan menjaga

kelestar ian l ingkungan.

21. t j in .. . . . .



2L.l i in adalah l j in yang diberikan oleh Walikota untuk setiap bangunan/lokasi yang

akan,  sedang atau te lah,  ba ik  sengaja maupun t idak sengaja d iperuntukkan sebagai

Pengelo laan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet .

22.l i in Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang disebut

juga dengan nama l j in  Walet  adalah i j in  yang d i terb i tkan terhadap lokasi

penangkaran dan atau atas sebuah bangunan yang akan,  sedang dan te lah d id i r ikan

dengan luas lantai dasar maksimal 24}mz (dua ratus empat puluh meter) dengan

ketentuan lebar < (sama dengan atau lebih keci l) 4 M (empat meter) dan ketinggian

maksimal  sebagaimana d iatur  da lam peraturan perundang-undangan yang ber laku.

23.  Pungutan adalah jen is  kut ipan yang d i lakukan o leh Pemer intahan Kota dalam

rangka pemasukan uang bagi  kas Daerah karena jasa pelayanan pember ian i j in  o leh

Wal ikota.

24. Potensi sarang burung walet adalah besaran dari hasi l  sarang burung walet pada

saat  penin jauan lokasi  penangkaran atau saat  panen d i lakukan,  yang d i te tapkan

oleh pejabat yang ditunjuk, dinyatakan dalam Kg (ki logram).

BAB II

BANGUNAN PEMERINTAH, KAWASAN HUTAN NEGARA,

KAWASAN SUAKAATAM DAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 2

Bangunan Pemerintahan Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan suaka Alam

dan Kawasan Konservasi  yang d ihuni  dan bersarang padanya burung walet

pengelo laan dan pengusahaannya d iatur  o leh Pemer intah Kota.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana d iatur  pada ayat  {1)  d i te tapkan

berdasarka n Keputusan Walikota.

BAB III

KEINDAHAN KOTA

Pasal 3

(1)  Untuk menjaga dan meningkatkan ke indahan dan kenyamanan kota bangunan

lanta i  1  {satu)  dan 2 (dua)  yang d iperuntukan untuk pengelo laan dar i  pengusahaan

penangkaran sarang burung walet  d ian jurkan d i tempat i ,  d ihuni  dan atau d i jad ikan

tempat  usaha ser ta waj ib  d iperbuat  sedemik ian rupa dengan membuat  jendela dan

hiasan la in  layaknya sebagai  rumah tempat  t inggal .

{1 )

(2)

(2 )Yang  . . . . . .



{2) Yang dimaksud ditempati,  dihuni dan atau digunakan untuk tempat usaha

sebagaimana d iatur  pada ayat  {L)  Pasal  in i  se la in  dar i  pengelo laan dan pengusahaan

penangkaran sarang burung walet .

BA8 IV

ctRt-ctRt ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN /

RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 4

(1) Cir i-cir i  atau tanda-tanda bangunan/ruangan peruntukan pengusahaan dan

pengelo laan penangkaran sarang burung walet  adalah sebagai  ber ikut  :

a. Bangunan dibangun secara bert ingkat;

b .  Adanya lubang angin (vent i las i )  guna s i rku las i  udara yang berbeda dengan

rumah tempat  t inggal  b iasa;

c .  Adanya lubang pada lanta i /d ind ing pal ing atas sebagai  tempat  ke luar  masuk

burung walet;

d .  Set iap dalam ruangan bagian atas d ibuat  mel in tang atau berbentuk rak dar i

kayu/a lumin ium untuk tempat  bersarang walet ;

e .  Adanya tanda- tanda la in  guna merangsang masuknya burung walet  maupun

bermainnya burung walet .

f .  Bagian bawah gedung waj ib  d igunakan untuk tempat  usaha sehingga ada

aktivitas.

{2)  Bunyi -bunyian atau kaset  harus d imat ikan pada saat  ibadah,  kemalangan

disek i tarnya dan malam har i .

(3)  Orang atau Badan yang memi l ik i  l j in  Pengelo laan dan Pengusahaan Penangkaran

Sarang Burung Walet wajib membuat tul isan atau merek sebagai berikut
"Bangunan Untuk Pengelo laan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung

Walet ,  l j in  Wal ikota Langsa Nomor,  Tanggal  dan Tahun penerb i tan l j in" .

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

{1)  Set iap orang atau Badan Hukum yang te lah,  sedang dan akan melakukan kegiatan

atau memper luas kegiatan pengusahaan dan pengelo laan penangkaran sarang

burung walet  waj ib  memi l ik i  i j in  dar i  Wal ikota.

(2 )  Un tuk  . . . . . .



(2)  Untuk memperoleh i j in  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  yang berkepent ingan

harus mengajukan permohonan ter tu l is  kepada Wal ikota d i  a tas ker tas bermatera i

secukupnya, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

a .  Proposal  pengusahaan Sarang Burung Walet ;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c .  Akte Notar is  pendi r ian perusahaan bagi  badan usaha;

d. Sert i f ikat Tanah/Akte Jual Beli /persi l ;

e .  l j in  Mendi r ikan Bangunan ( lMB);

f.  surat l j in Tempat Usaha (slru) bagi pemohon yang memanfaatkan

bangunan/tempat/a rea I sebaga i tempat usa ha lai nnya;

g.  Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhi r /ber ja lan;

h.  Tanda Pelunasan Pajak Pendaf taran Perusahaan;

i .  Tanda Pelunasan Retr ibus i  Sampah;

j .  Tanda Pelunasan l j in  Retr ibus iGangguan (HO);

k .  Rekomendasi /persetu juan Geuchik /Lurah setempat ;

l .  Rekomendasi /persetu juan Camat setempat ;

m. Rekomendasi/persetujuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

setempat ;

n.  Rekomendasi  la innya mengenai  anal isa dampak l ingkungan apabi la  kegiatan

tersebut  nyata-nyata menimbulkan gangguan terhadap l ingkungan dan sos ia l

masyarakat setempat;

o.  Surat  pernyataan bahwa pemohon dalam mengelo la dan mengusahakan sarang

burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota

maupun o leh Dinas/Lembaga/Uni t  Ker ja  Daerah Teknis ;

p. Surat kuasa dan/atau perjanjian sewa pakai bagi pemohon yang bukan sebagai

pemi l ik  tanah atau bangunan;

q.  Dokumen otent ik  la innya yang karena per t imbangan ter tentu d ipandang per lu ;

r .  Bunyi -bunyian kaset  t idak d ibunyikan pada waktu Shalat .

(3) Pejabat/ lnstansi/f im yang ditunjuk untuk mengeluarkan i j in ditetapkan dengan

Keputusan Wal ikota.

(4)  Sebelum memproses per i j inan,  Pejabat / lnstans i /T im sebagaimana d imaksud pada

ayat  (3)  harus menin jau lokasi  peruntukan i j in  walet  untuk s tudi  ke layakan,

(5)  Wal ikota dan atau pejabat  yang d i tun juk dapat  mengeluarkan i j in  apabi la  orang

atau badan yang mengajukan permohonan te lah memenuhi  syarat -syarat  yang

di te tapkan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2) .

(6 )  l j i n  . . . . . .



(6) l j in hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan Hukum yang kegiatan

usahanya t idak mengganggu ketenteraman, ketert iban, kesehatan maupun

l ingkungan h idup.

Pasal 6

Rekomendasi  la innya sebagaimana d imaksud pada pasal  5  ayat  Iz)  huruf  (m)

diterbitkan oleh unit kerja Daerah yang bertanggung jawab secara teknis terhadarr

ke lesta r ian l ingkungan h idup.

Pasal 7

Dalam mengajukan Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat {2) huruf {a), setiap

orang atau badan d iharuskan member ikan keterangan yang je las,  lengkap dan benar

antara lain memuat keterangan sebagai berikut :

1. Luas tempat/ruang yang dipergunakan untuk pengusahaan sarang burung walet

{ bagi ba ngu na n bert i  ngkat disebutka n I uas perla nta inya);

2.  Masa panen dalam setahun;  dan

3.  Gambar bangunan dan Si te  p lan (denah lokasi ) .

Pasal 8

l j in  pengelo laan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet  ber laku se lama-

lamanya 3 ( t iga)  tahun set iap tahunnya d i  daf tar  u lang ser ta dapat  d iperpanjang

kembal i  apabi la  memenuhi  persyaratan dan ketentuan yang ber laku.

BAB VI

PERUBAHAN/PENGATIHAN PENGELOI.AAN DAN

PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

(1)  Set iap memper luas bangunan penangkaran sarang burung walet  waj ib  melapor

kepada Wal ikota untuk perubahan i j in ,

(2)  l j in  hanya ber laku bagi  orang atau badan yang tercantum dalam surat  i j in  dan t idak

dapat dipindahtangankan serta dinyatakan t idak berlaku lagi apabila orang tersebut

meninggaldunia dan atau badan usaha tersebut  bubar .

(3)  Pengal ihan atau d ip indahtangankan i j in  kepada p ihak la in  dapat  d ibenarkan dan

harus di laporkan secara tertul is kepada Walikota untuk diterbitkan i j in yang baru

dan d iadakan perubahan seper lunya sesuai  dengan ketentuan peraturan

perunda ng-undangan yang berla ku.

BAB Vi l  . . . . . .



BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN

Pasal 10

(1)  Wal ikota dan atau pejabat  yang d i tun juk berwenang untuk menunda atau menolak

pember ian i j in  ser ta mencabut  i j in  a tau menghent ikan kegiatan pengusahaan,

pengelo laan dan pengambi lan sarang burung walet  berdasarkan rekomendasi

Dinas/Lembaga/Uni t  Ker ja  Daerah Teknis  d isebabkan a lasan-a lasan sebagai

berikut :

a. Rekomendasi/surat keterangan/i j in lainnya yang dikeluarkan oleh

Di nas/Le m baga/L,l  nit  Ke rja Daera h Tekn is ditola k/t ida k di penuh i;

b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c .  T idak sesuai  dengan Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota;

d.  Mengganggu keseimbangan ekosis tem, pelestar ian l ingkungan h idup dan

kehidupan sos ia l  masyarakat  setempat ;

e.  Lokasi  ( tanah dan bangunan)  pengusahaan atau pengambi lan sarang burung

walet masih dalam persengketaan;

f. Merupakan kawasan terlarang untuk pengembangan sarang burung waret;

g .  Lebih dar i  6  (enam) bulan i j in  t idak d ipergunakan,  maka i j in  bata l  dan Pemegang

l j in  menyerahkan kembal i  i j in  kepada Wal ikota;

h.  Memindahtangankan i j in  kepada p ihak la in  tanpa persetu juan ter tu l is  Wal ikota;

i .  Apabi la  Pemer intah Kota menentukan peruntukan la in  terhadap lokasi

d imaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum la innya.

(2)  Untuk menindaklanjut i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  Wal ikota atau pejabat

yang d i tun juk dapat  melakukan penyegelan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGAMBIT.AN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

Untuk menjaga dan melestar ikan populas i  burung walet  ser ta upaya meningkatkan

produktif i tas pada masa mendatang, maka kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan

pengambi lan sarang burung walet  d i lakukan dengan memperhat ikan ketentuan sebagai

ber ikut  :

1 .  Masa panen d i lakukan sete lah anak burung walet  dapat  terbang atau

meninggalkan sarangnya;

2.  Sarang burung walet  t idak sedang ber is i te lur ;

3 .  Di laksanakan pada s iang har i ;

4 .  T idak  . . . . . .



4. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeramitelurnya.

Pasal 12

Saat  akan melakukan panen,  set iap orang atau badan d iharuskan untuk melaporkan

kepada Wal ikota dan kegiatan pengambi lan sarang burung walet  harus d i  bawah

pengawasan atau d ihadi r i  a tau d ipersaks ikan o leh pejabat  yang d i tun juk.

Pasal 13

Pejabat  yang d i tun juk sebagaimana d imaksud dalam Pasal  5  ayat  (3) ,  mempers iapkan

Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan kegiatan pengambilan sarang burung walet

dan laporan hasil  usaha secara tertul is yang sekurang-kurangnya memuat keterangan :

1.  Nama orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambi lan hasi l  usahafpanen;

2.  Har i ,  Jam, Tanggal ,  Bulan dan Tahun saat  d i laksanakan panen;

3.  Jenis  /  Golongan sarang burung walet ;

4 .  Jumlah hasi l  panen;

5.  Laporan set iap 2 {dua)  minggu sebelum kegiatan pengambi lan sarang burung

walet ,  untuk penyegelan atau lak yang d ibuka pada saat  d i lakukan panen;

6. Harga pasar yang berlaku per satuan ukur sarang burung walet pada saat panen;

7.  Besaran sumbangan waj ib  p ihak ket iga dar i  has i l  panen yang harus d i lunasi ;  dan

8.  Ber i ta  Acara d i tandatanganio leh orang atau badan dan pejabat  yang d i tun juk.

BAB IX

EESARAN SUMBANGAN WA'IB

Pasal 14

(1)  Besaran sumbangan waj ib  p ihak ket iga sebagaimana d imaksud dalam Pasal  13

point  (7)  adalah 2O% {dua puluh persen)  dar i  n i la i  jua l  potensi  sarang burung walet

set iap ka l i  pengambi la  n/panennya.

(2)  Ni la i jua l  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah berdasarkan harga pasar  yang

ber laku pada saat  panen.

{3)  Hasi l  sumbangan waj ib  p ihak ket iga sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)

d isetorkan ke Kas Daerah se lambat- lambatnya 1 (satu)  bu lan sete lah d i laksanakan

panen .

BAB X  . . . . .



BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1)  Barang s iapa melanggar  ketentuan-ketentuan sebagaimana d imaksud dalam eanun

in i  dapat  d iancam hukuman p idana kurungan pal ing lama 6 (enam) bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp.  5.000.000,00 ( l ima ju ta rup iah) .

(2)  T indak Pidana yang d imaksud pada ayat  (1)  adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 16

{1)  Penyid ikan terhadap pelanggaran Qanun in i ,  d i laksanakan o leh penyid ik  pegawai

Negeri Sipi l  {PPNS) di l ingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya

diteta pka n sesuai denga n ketentauan peratu ra n perundang-undangan.

(2)  Wewenang penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)adalah :

a .  Mener ima laporan atau pengaduan dar i  seseorang tentang adanya t indak

pidana;

b.  Melakukan t indakan per tama pada saat  i tu  d i  tempat  ke jadian dan melakukan

pemeriksaan;

c.  Menyuruh berhent i  seseorang tersangka dan memer iksa tanda pengenal  dar i

tersangka;

d.  Melakukan penyi taan;

e.  Mengambi l  s id ik  jar i  dan memotret  seseorang;

f .  Memer iksa d i tempat  ke jadian;

g.  Mendatangkan tenaga ahl i  yang d iper lukan dalam hal  yang ada hubungannya

dengan pemer iksaan;

h.  Mengadakan penghent ian penyid ikan sete lah mendapat  petunjuk dar i  penyid ik ,

bahwa t idak terdapat cukup bukti atau perist iwa tersebut bukan merupakan

t indak p idana dan se lanjutnya mela lu i  penyid ik  member i tahukan hal  tersebut

kepada penuntut  umum, tersangka atau ke luarganya;

i .  Mengadakan t indakan la in  yang d ianggap per lu  yang menurut  hukum dapat

dipe rta nggungjawa bka n.

(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada Ayat  (1)  member i tahukan d imula inya

penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada penuntut  umum sesuai

dengan ketentuan yang ber laku.

BAB Xi l  . . . . . .



BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua i j in  pengelo laan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet  yang te lah

dike luarkan dalam Daerah se lambat- lambatnya 3 { t iga)  bu lan sete lah d iundangkan

Qanun in i ,  pe laksanaannya d isesuaikan dengan Qanun in i .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat  Qanun in i  mula i  ber laku,  maka segala ketentuan yang mengatur  Sarang

Burung Walet  yang ber tentangan dengan Qanun in i  d icabut  dan d inyatakan t idak

ber laku lag i .

Pasal 19

Hal-hal  yang belum diatur  da lam Qanun in i  sepanjang mengenai  ketentuan

pelaksanaanya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 20

Qanun in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.

Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan eanun in i

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan d i  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M

27 Syawal L429H
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Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M

27 Syawal 1,429 H
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